
PEMERINTAH KABIJPATEN BUOL

PERATT]RAN DAERAE KABI'PATEN BUOL

NOMOR 18 TAEt'N 2OO9

TENTANG
PEI\TYERTAAII MODAL PEI}IERINTAH I'AERAE KABT'PATEN BUOL

PAI)A BADAITI USAIIA MILIKNECARA (BUMN) DAN BADN{ USASA MILIK
DAERAE @ITMI}) DI KABT'PAIEN BUOL

DENGAI\T RAHMAT TT'HAN YAI\TG MAHA ESA

Menimbang

tvtenenlt : 1.

b.

BIJPATI BUOL

bahwa untuk meningkatkan permodalan dalam rangka menunjang

pengembangan dan perturrbuhan Badan Usaha Milik Negara (BUlvtrV)

datr Bsdatr Usaha Milik Daerah di Krbupaten Buol perlu dilah*an

p€ny€rtaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol ;

bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna

Pengelolaan Pendapatan Asli Da€rah dan Pemberian Pelayanan kepada

masyarakat di wilayah Kabupaten Buol, perlu mengamhkan

penggunaan sebagian pendapatan Daerah dalam Penyertaan Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol

tetrtatrg Penyertaatr Modal Pemerintah Kabupaten Buol pada Badnn

Usaha Miltk Negara (BUMN) dan Badan Usaha Mtltk Daeratr

(BUMD) di Kabupaten Buol;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomot 13,

Tambnhan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 2587);

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undan5Undang Nomor 7 Tahun 1992 rcntang Perbankaa (L€mbamn

Negara Republik Indonesia Tahutr 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Udarg Nomor 28 Tahun 1999 tentaog Petryelenggaraan

Negara yang Berslh dan Bebas dari Korupsl, Kolusl dan Nepodsme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 3851);
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A UndangUndang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Ksbupat€n Buol, Kabupaten Morowali dstr Ktbupatetr Bansgai

Kepulauan (rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

179, Tambahan kmbaran Negara Republik ladonesia Negara Nomor

3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-uodang Nomor 11

Tahun 2000 tentang Perubahan Atss Undang-undaug Nomor 51 Tahutr

1999 t€ntang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupatec Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik hdorcsis

Tahun 2000 Nomor 78, Tambaha" Lembaran Negara Republtk

Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20O4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang:.uudangan (IJmbara[ Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahao l-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 43 89);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O{ tentang Pem€dntahan Da€rah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teil&g Pemerbtahatr Daerah

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuatrgan antan Pemerintah Pusat dan Pemerinrah Daerah (rmbarau

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438X

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomot 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 1996. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 53, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3747);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program

Rekapitulasi Bank Umum (Lembarau Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3799);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahtrn 1999 tentang Penyertaan Modal

Negara Republik Indonesia ke dalam Modat Balk Pembangunan

Daerah Istimewa Aceb Baok PembangUnan Daerah Sgmatera Utara'

Ba* Pembangrrnan Daerah Bengkulq Batrk Pembangrrnan Da€rah

Lampung, Bank Pembangrrnan Daerah Kalimantan Tfunur, Bank

PembangUnan Daeratr Sulawesi Utara' Bank Pembangfrnan Daerah

sulawesi T*grlu Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Barat Bank Pembangunan Daerah Nrsa Tenggara Timru,

PT. Bank LIPPO. tbh dan PT. Bank Sembada Artanugraha Dalam

rangka Program Rekapitulasi Bank Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahrm 1992 tentang

Penyesuaian Peraturan Pendirian Bau[ Pembangrrnan Daerah dengau

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1998 tentang Benhrk

Hukum Bank Pembangrrnan Daerah;

13. Peratunin Daerah Propinsi Sulawesi Tengeh Nomor 2 Tahrm 1999

tentang Perubatran Bennrk Hukum Bank Pembangrrnan Daerah

Sulawesi Tengah dad Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

(kmbaran Daerah Sulawesl Tengah Tahun 1999 Nomor 6,

Seri D Nomor 4);

14. Perafiran Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 Tahun 2002 tentang

Pendirian Penrsahaan Daerah Air Mintrm MoUuang Kabupaten Buol.

( Lembaran Daerah Nomor 15, S€ri D Nomor 13);

15. Petatutan Daeruh Kabupaten Buol Nonor 07 Tdhr:n 2005 tentang

Perubatran atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun

2OO2 tentarg Pendirian Penrsahaan Daerah Kabupaten Buol.

(Lembaran Daerah lfubupaten Buol Tahun 2005 Nomor 07'

Seri D Nomor 02);

16. Peraturan Daeratr Nomor 5 Tatrun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buo[ Tahun 2009 Nomor 5);
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Dengrn Perretutuan Berrrmr

I}EWAN PERWAKILN{ RAKYAT DIERAE KABUPATEN BUOL

drn

Menetapkan

BTJPATIBUOL

. MEMUTUSKAII:

PERATURAN DAERAH TENTANC PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAT EAERAH I(ABUPATEN BUOL PN)A B{)AN

USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN BADN{ USAEA MILIK

DAERAH (BUMD) DI KABI'PATEN BUOL.

BAB I
KETENTUAN UMIJM

Psral 1

Dalam Pereturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai uxnrr

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3, Kepala Daerah adalah Bupati Buol.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela4iutnya disebut DPRD adalah Lembaga

penvakilan Ralyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemetintahan Daerall

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Berurut azas Otoromi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimeksud dalnm undang-

Uudang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Keuangan Daerah adalah r"-* nat dan Kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat di nilai dengaa u"ng, termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewqilban d8€rah

te$ebut.

?. Peraturan Daerah adalatr Peratqran yaog dtrctapkan atas persetujuan lgrsanla Dewao

Petwakilan Rakyat Daeuh dan Bupati Kabupaten Buol.

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

Rencana Keuangan Tahunan Pemerinuh Daerah yang dibohas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah'
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9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang

karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaraksn keseluruhan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

10. Pcmbiayaan Dacrah addah seinua Penerimaao yang perlu dibayar kembali dan / atau

pengeluaran yang akan diterima kembali baik Tahun Anggaran yang bersangkutao

maupuu pada Tahun-Tatrun Anggaran berikutrya.

11. Penyertaan Modal adalah dqne yang disisihkan unurk menambah modal usaha Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) d"n Badan Ussha Mlik Daerah (BUMD) di Ksbupatetr

Buol.

BAB U

MAKSTJD DANTUJUAI\

Prcd 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

a. Memperkuat modal pada Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Negara @UMN); dan

b. Memperkuat modal pada kmbaga Keuangan Badan Us$a Miltk Daerah (BUMD).

Pasrl 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, bertujuan

untuk :

s- Medrykatkan Sumber - Sumber Penerims& Daerah-

b. Meningkatkan Daya Saing dan Operasional dalam mengembangkan pertumbuhan Badan

Usahs Milik Neg;ara @uMN) dgn Badsn Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten

Buol.

c. Meningkatkan Pendapatrn Asli Da€ratL

BAB III
SUMBERPERMODALA}T

Prnl 4

(l).Peryertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah id adalah

bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengnn Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

(2). Pemenuhan penyertaan modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan

Keuangan Daerah-

(3). Penyertaan Modal dalam 1 (satu) Tatrun Anggaran menjadi pengeluaran pemblayaan

APBD dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
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Pacrl 5

(1) Besarnya penyerraan modalpemenntahDaerahKabupatenBuol padaBaidrusaha)fi\rk
Negara @uMN) dan Badan usaha Milik Daerah @uMD) disesuaikan dengan

kemampuan Kerrngan Daerat yarg akan diuur lebih lanjut dengan peraturan Bupeti.
(2) Besamya Penyertaan modal pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagalmana dlnaksud

pada ayat (1), yang tembusannya disampaikan kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah

@PRD) Kabupaten Buol.

BAB IV
PENGELOLAAI\I DAN PERTANGGUNG JAWABAI\T

Pesal 6

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerhtah Daerah Kabupaten Buol hanrs dikelola secara
profesional dan proponional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamy4

baik kepada Pemerintah Daerah roaupun Masyarakat Buol.

Pesal 7

(1).Penysrhan Modal yang akan dikelola sebagaimana dimaksud dalm pasal 5 perd'ra
Daerah ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peng,nrs Badan usaha Mrik Ncgara
(BUMN) dan Badan us$a Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buol, dalam raagka
menciptakan prinsip'prinsip pengelolaan keuangan yang eferrd{, effsien, transparan dan
akutrtabel.

(2).Pertanggungiawaban pengelolaan penyertasn modal sebagimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal id, h'rus disampaikan kepada pemeriatah Daerah Kabupaten Buol sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3). Tata cara pertanggutrgiawaban pengelolarn penyerta& Modal pemerintah Daerah akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB W
PENGAWASAI\

Pasal 9

Pengayasg atas pelaksanaan perat'ran Daerah ini dilalfl*an oleh Bupati atau pejabat lainyang ditunjuk
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BAB V

.KETENTUAI\TLAIN-LNN

Pasal 10

Dengaa berlakunya Perafirran Daerah ini, rnska P€rdtratr Daerah Nomor ll Tahrm 2007

Tentang Peiryertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buol pada Bank pembangunan

Propinsi sulawesi rengah, Perusahaan Dacnh Berkah dan penrsahaan Air Minum Motanang

(I€mbaran Da€rah Kabupalen Tahun 2007 Nomor I l) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lag.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Prsd ll
I{al-hal yang belum di*ur dalnm Perdurar DaErah ini, repanjang mengenai tehis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Perahuan Bup*i.

Pasel 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diunrlnngkan.
t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran Daerah ini

detrgatr penempetarnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkatr di Buol
podatnnggnl 18 Agustus 2009

Diundangkan
p6dataDgenl Agusnrs 2009

LEMBARAN DAERAH KABI'PATEN BUOL

TAHIJN 2OO9 NOMOR 18

MACHMUDBACTJLU


